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ABSTRACT 

 

The phenomenon of divorce has become a widely discussed phenomenon in recent years, especially in 

cases of divorce by lawsuit. Divorce by lawsuit is the main topic in divorce cases, because there is a 

fairly high inequality between divorce by lawsuit and divorce by talaq in Indonesia. Divorce by 

lawsuit actually becomes a boomerang for women, namely the many gender injustices they receive in 

their households and on the one hand they are labeled as women who are unable to maintain their 

households. The purpose of this study is to find out how many divorce lawsuits are due to domestic 

violence, and to see how women interpret the meaning of divorce. This study uses a qualitative method 

with a case study approach. Data collection used is observation, interviews, and documentation. The 

objects of this study are women who have been officially divorced in a religious court. The informants 

in this study were women who sued their husbands for divorce which was legally recorded in the 

religious court in Medan, Binjai and Deli Serdang. The results of the study showed that 11 out of 15 

informants experienced violence in their households, either physically or verbally, even women in 

Medan, Binjai and Deli Serdang Sumatera Utara, interpreted divorce as a form of resistance that they 

did for all the injustice they felt. The strong patriarchal culture in society makes women experience a 

lot of pressure from both family and society. 
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ABSTRAK 

 

Fenomena perceraian menjadi fenomena yang banyak sekali diperbincangkan beberapa tahun ini, 

terutama pada kasus perceraian cerai gugat. Cerai gugat menjadi topik utama dalam kasus 

perceraian, pasalnya terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antara cerai gugat dengan cerai talak 

di Indonesia. Cerai gugat sebenarnya menjadi boomerang untuk para perempuan yaitu banyaknya 

ketidakadilan gender yang mereka terima di rumah tangga dan di satu sisi mereka dicap sebagai 

perempuan yang tidak mampu menjaga rumah tangganya. Tujuan penelitian ini ada yaitu untuk 

mengetahui seberapa banyak gugatan cerai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, dan ingin 

melihat bagaimana perempuan memaknai arti perceraian. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi,wawancara, dan dokumentasi. Objek pada penelitian ini adalah perempuan yang telah 

bercerai secara resmi dipengadilan agama. Informan pada penelitian ini adalah perempuan yang 

mengugat cerai suaminya yang secara sah tercatat dipengadilan agama di Medan, Binjai dan Deli 

Serdang Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 dari 15 informan mengalami 

kekerasan didalam rumah tangganya baik itu secara fisik ataupun secara verbal, bahkan para 

perempuan di Medan, Binjai dan Deli Serdang memaknai perceraian sebagai bentuk perlawanan 

yang mereka lakukan atas semua ketidakadilan yang mereka rasakan. Budaya patriarki yang kuat di 

masyarakat membuat perempuan mengalami banyak sekali tekanan baik dari keluarga ataupun 

masyarakat.  
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PENDAHULUAN  

Manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama 

dengan sesamanya dengan membentuk suatu keluarga yang utuh dan bahagia. Setiap pasangan 

tentunya juga menginginkan pernikahan yang ideal dan Bahagia (Nurhajati & Wardyaningrum, 

2012). Inti dari suatu pernikahan yang sebenarnya adalah membangun keluarga yang bahagia dan 

harmonis namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap rumah tangga pasti selalu menghadapi 

permasalahan didalamnya, relasi dalam rumah tangga yang tidak sejalan tentu saja dapat 

menimbulkan keretakan didalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian 

merupakan pemutusan ikatan antara suami dan istri. Seperti yang dikatakan lain oleh Hakim 

(2012) bahwa perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana perasaan suami dan istri 

tidak lagi harmonis dalam perkawinan. 

Dapat dikatakan bahwa didalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus 

perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun 

sekarang ini juga dapat dilakukan oleh wanita. Sumatera Utara sendiri juga merupakan salah satu 

provinsi yang tingkat perceraiannya cukup tinggi yang dapat dilihat dari salah satu data badan 

pusat statistik tahun 2023-2024 per februari yaitu sekitar 18.269 perkara cerai dengan masing 

masing pembagiannya yaitu cerai gugat sekitar 14.746 perkara dan cerai talak sekitar 3.523 

perkara (Affan, 2024). Perceraian bukan menjadi suatu permasalahan disatu kota saja, tetapi 

perceraian sudah merambat menjadi permasalahan yang kompleks di indonesia, Perceraian dalam 

beberapa tahun ini sedang mendapatkan perhatian khusus, menurut data Badan Pusat Statistik 

pada tahun 2023 menunjukkan jumlah kasus perceraian diindonesia mencapai 463.654 kasus 

perceraian, dengan masing masing pembagiannya yaitu untuk cerai gugat sebanyak 354.403 

perkara dan cerai talak sekitar 111.251 perkara. 

Peningkatan angka cerai gugat dikarenakan pemahaman perempuan yang sadar akan hak 

mereka dalam rumah tangga yang tidak setuju diperlakukan tidak adil maupun keengganan 

perempuan untuk menerima kenyataan bahwa kondisi ruamh tangganya yang digantung oleh 

suaminya (Fathul Jannah, 2003; Indriyani, 2024). Perceraian seringkali menjadi jalan keluar yang 

dipilih oleh seorang perempuan demi kesejahteraan mereka ketika menghadapi ketidakadilan 

gender yang mereka alami selama pernikahan. Dalam konteks gender, perceraian sering kali 

dikaitkan dengan 5 unsur dalam ketidakadilan gender, salah satunya adalah kekerasan didalam 

rumah tangga (Latassaqia, 2025). 
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Kekerasan didalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia yang sedang marak maraknya terjadi diberbagai belahan dunia salah satunya adalah 

Indonesia (Zulaichah, 2022). Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapapun baik 

itu oleh suami ataupn istri sekali pun, namun yang selalu menjadi korban adalah seorang 

permpuan. Kekerasan selalu menjadi hal yang paling menakutkan bagi setiap perempuan setelah 

memasuki masa pernikahan. Menurut penelitian (2022) dalam penelitian perceraian akibat 

kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Agama Gorontalo bahwa penulis menjelaskan 

kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri disebabkan karena berbagai 

masalah yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya yang menyebabkan 

perselisihan dan pertengkaran  secara terus menerus, faktor ekonomi biasanya menjadi awal dari 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam hubungan pernikahan. Hal ini 

memperlihatkan betapa kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar, di mana posisi 

perempuan dalam rumah tangga sering kali berada pada posisi subordinat dan rentan terhadap 

berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.  

Setiap rumah tangga selalu mengalami naik turun emosi disetiap hubungannya, ketika 

pasangan suami istri menghadapi perkara didalam rumah tangganya dan belum menemukan 

solusinya pasangan suami istri akan mengalamai perselisihan atau percekcokan terlebih dahulu 

(Maisun et al., 2022). Dan ketika pasangan suami istri tidak menemukan solusinya dan 

perselisihan itu terus berlanjut tak jarang bahwa terkadang laki laki tidak sabar menghadapi 

emosinya sehingga membuat suami hilang kendali dan melontakarkan kalimat yang seharusnya 

tidak dikeluarkan dan terlebih lagi yang paling parah adalah ketika suami berani melakukan 

kekerasan secara fisik seperti memukul, menendang, mendorong dll. Pada penelitian kali ini 

bahwa KDRT merupakan kasus terbanyak alasan perempuan di Medan, Binjai dan Deli Serdang 

mengugat cerai suaminya. 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di wilayah 

Medan, Binjai dan Deli Serdang yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya telah 

mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik 

maupun kekerasan verbal. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik bukanlah tindakan pertama yang 

dilakukan oleh suami ketika terjadi perselisihan atau percekcokan dalam rumah tangga. 

Sebaliknya, kekerasan verbal sering kali menjadi bentuk awal dari kekerasan yang mereka alami, 

yang diwujudkan dalam bentuk hinaan, cacian, atau perkataan merendahkan terhadap istri. 
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Seiring waktu, konflik yang semakin memanas sering kali berujung pada kekerasan fisik, seperti 

pemukulan atau tindakan lain yang melukai istri secara fisik.  

Fenomena KDRT tidak hanya berdampak pada aspek fisik perempuan, tetapi juga 

merusak psikologis, menghilangkan rasa aman, dan menghambat pemenuhan hak-hak dasar 

perempuan sebagai individu. Di tengah kondisi tersebut, keputusan untuk menggugat cerai 

menjadi salah satu bentuk perlawanan perempuan terhadap dominasi, kekerasan, dan 

ketidakadilan yang dialami di dalam rumah tangga. Gugatan cerai bukan sekadar ekspresi 

ketidakpuasan terhadap relasi pernikahan, melainkan tindakan aktif untuk melindungi diri, 

memulihkan martabat, dan merebut kembali kendali atas kehidupan pribadi. Ketidakadilan yang 

terus menerus dirasakan dalam hubungan tersebut tentu saja memberikan mereka keberanian 

untuk menyadari serta mengakui adanya ketidakadilan gender yang menggangu kehidupan 

mereka. Dari adanya berbagai fenomena mengenai permasalahan gugatan cerai akibat kekerasan 

didalam rumah tangga kemudian menarik perhatian dari peneliti untuk melakukan meneliti 

mengenai ini. Dalam hal ini peneliti akan mengambil fokus mengenai gugatan cerai sebagai 

bentuk perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti memfokuskan pada 

perspektif perempuan karena kebanyakan kasus gugatan cerai yang ada khususnya di Sumatera 

Utara lebih banyak didominasi dengan Kekerasan didalam Rumah Tangga. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha untuk mengungkapkan 

motif perempuan dalam mengajukan perceraian terhadap suaminya dalam perspektif gender. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna mendalam dari pengalaman dan 

narasi pribadi para perempuan yang telah bercerai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara detail dan kontekstual alasan-

alasan perempuan melakukan gugatan cerai (Lexy J. Moleong, 2019). Lokasi penelitian 

dilakukan di Medan, Binjai dan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah perempuan yang telah resmi bercerai dan tercatat dalam data Pengadilan 

Agama, khususnya dalam kasus-kasus perceraian oleh pihak perempuan.  

 Informan dalam penelitian ini merupakan perempuan yang telah resmi bercerai melalui 

proses hukum di Pengadilan Agama dan telah tercatat disalah satu pengadilan agama Sumatera 

Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara 
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mendalam, dan dokumentasi (Sugiono, 2014). Observasi dilakukan untuk memahami konteks 

sosial tempat tinggal dan lingkungan para informan pasca perceraian. Wawancara mendalam 

digunakan sebagai teknik utama untuk menggali motif-motif yang melatarbelakangi keputusan 

perempuan menggugat cerai, serta untuk mengungkap konstruksi gender yang mempengaruhi 

pengalaman mereka dalam rumah tangga. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data 

sekunder berupa putusan-putusan pengadilan, catatan resmi perceraian, serta dokumen relevan 

lainnya dari Pengadilan Agama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan 

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat ternyaman dan tempat teraman bagi setiap 

anggota keluarga yang ada didalamnya, namun pada dasarnya justru malah kebalikannya sering 

kali menjadi arena terjadinya bentuk kekerasan didalam rumah tangga baik itu kekerasan secara 

fisik ataupun secara verbal dan mayoritasnya perempuan yang menjadi korban. Kekerasan fisik 

menjadi bentuk kekerasan yang mudah sekali untuk dikenali seperti pemukulan, penendangan 

dllnya. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan luka secara fisik melainkan juga menimbulkan 

trauma yang begitu besar. Sementara itu kekerasan secara psikis merupakan bentuk 

penghinaan,ancaman, pengucilan meskipun tidak meninggalkan luka difisik, tetapi kekerasan 

secara psikis merusak lebih dalam dan lebih lama waktunya. Perempuan korban kekerasan psikis 

kerap kehilangan kepercayaan dalam dirinya. 

                                                                     

Gambar 1. Jumlah KDRT di 2024 

Berdasarkan gambar diatas berdasarkan laporan KemenPPPA, jumlah kekerasan didalam 

rumah tangga cukup signifikan, dimana yang menjadi korban terbanyak yaitu perempuan sekitar 

21.175 korban dan rumah tangga yang menyumbang cukup banyak sekitar 14.941 kasus. Data ini 
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menunujukkan bahwa tempat yang seharusnya memberikan keamanan justru menjadi tempat 

terbanyak terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan para perempuan yang menggugat cerai 

suaminya di Medan, Binjai dan Deli Serdang ditemukan bahwa motif yang paling dominan 

perempuan menggugat cerai suaminya dikarenakan adanya kekerasan didalam rumah tangga baik 

itu secara fisik ataupun secara verbal. Temuan dilapangan menunjukkan 11 dari 15 perempuan di 

Medan, Binjai Dan Deli Serdang terkena kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu perempuan di Medan, Binjai dan Deli Serdang yaitu Ibu NC dengan 

mengatakan 

“Pernah kemarin itu saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, 

namanya juga ribut awalnya saya hanya dipukul tetapi semakin memuncak 

emosinya saya hampir mau dibunuh sama dia ditutup bantal muka saya dan disitu 

padahal saya sedang hamil. Kalau secara verbal justru awal dari kekerasan 

didalam rumah tangga saya.”(wawancara ibu NC 2025) 

Dari ungkapan salah satu perempuan di Medan, Binjai dan Deli Serdang menunjukkan 

bahwa betapa tragisnya kekerasan didalam rumah tangga itu, selain itu terdapat ungkapan lain 

yang disampaikan oleh salah satu perempuan di Medan, Binjai dan Deli Serdang bahwa dia 

mendapkan kekerasan secara verbal, betapa terkejutnya dia hal yang tidak pernah dibayangkan 

harus keluar dari suaminya beliau mendapatkan hinaan sebagai perempuan yang mandul 

“Saya secara fisik tidak pernah saya tetapi kalau secara verbal saya 

pernah dihina oleh dia seperti ini “ kamu mandul, kamu tidak punya anak 

makanya kamu tidak tau bagaimana caranya mengurus anak. Sakit kali hati saya 

suami saya sendiri sanggup untuk menyampaikan hal itu ke saya.”(wawancara 

ibu DPW 2025) 

Ungkapan yang disampaikan oleh para perempuan korban menunjukkan bahwa kekerasan 

dalam rumah tangga masih menjadi realitas yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat. Terus 

menerus mendapatkan bentuk kekerasan didalam rumah tangga, bahkan mereka menyampaikan 

orang terdekat sekali pun mampu menjadi pelaku didalam kekerasan dalam rumah tangga. 

Banyak dari mereka menggambarkan pengalaman yang begitu traumatis, di mana kekerasan 

bukan hanya terjadi sesekali, tetapi berlangsung dalam jangka waktu panjang, bahkan menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. Bentuk kekerasan yang mereka alami bukan hanya dalam 

ranah fisik seperti pemukulan, pencekikan, atau penyiksaan, tetapi juga mencakup kekerasan 

emosional, ekonomi, dan seksual yang menghancurkan martabat serta harga diri mereka sebagai 

manusia. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya dukungan yang mereka terima, baik dari 
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lingkungan sekitar, keluarga, maupun lembaga perlindungan hukum, sehingga memperbesar 

penderitaan mereka.  

Gugatan Cerai Sebagai Bentuk Perlawanan 

Data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki kasus yang banyak mengenai cerai gugat 

yang dilemparkan oleh para perempuan yang mana hampir sepenuhnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa perempuan semakin berani untuk mengambil langkah hukum untuk mengakhiri 

pernikahan yang tidak harmonis, berbagai macam alasan tentunya melatarbelakangi perempuan 

untuk mengambil keputusan seperti ini. Tentu saja pastinya tidak mudah untuk seorang 

perempuan terlebih lagi pastinya menjadi stigma buruk tersendiri di masyarakat. Meningkatnya 

kasus cerai gugat dari tahun ke tahun mengindikasi peningkatan kuantitas dan kualitas 

ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan mereka. Tingginya angka cerai gugat 

yang diajukan pihak istri memberikan gambaran pengetahuan dan kesadaran hukum serta 

kebebasan untuk menentukan sikap oleh perempuan itu sendiri apakah akan tetap melanjutkan 

pernikahannya atau mengakhirinya (Sa’bana & Navlia, 2023). 

1.1  Jumlah Perceraian Di Indonesia 

Provinsi Nikah Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah Cerai 

Aceh 33.979 1.575 5.369 6.944 

Sumatera Utara 70.630 3.523 14.746 18.269 

Sumatera Barat 38.355 2.294 6.972 9.266 

Riau 40.301 2.437 7.704 10.141 

Jambi 23.037 1.157 3.932 5.089 

Sumatera Selatan 51.346 2.569 8.881 11.450 

Bengkulu 13.538 932 3.173 4.105 

Lampung 54.257 3.172 12.612 15.784 

Kepulauan Bangka 

Belitung 
8.559 578 1.950 2.528 

Kepulauan Riau 11.436 992 2.960 3.952 

DKI Jakarta 43.363 4.293 12.970 17.263 

Jawa Barat 317.715 24.610 77.670 102.280 

Jawa Tengah 256.144 18.327 58.040 76.367 

DI Yogyakarta 20.123 1.390 4.422 5.812 

Jawa Timur 285.189 24.113 64.100 88.213 

Banten 68.185 3.377 12.781 16.158 
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Provinsi Nikah Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah Cerai 

Bali 3.056 361 974 1.335 

Nusa Tenggara 

Barat 
27.850 1.724 6.774 8.498 

Nusa Tenggara 

Timur 
2.928 210 411 621 

Kalimantan Barat 21.533 1.161 4.607 5.768 

Kalimantan Tengah 13.702 867 2.890 3.757 

Kalimantan Selatan 25.579 1.546 5.727 7.273 

Kalimantan Timur 22.449 2.084 6.157 8.241 

Kalimantan Utara 3.088 299 919 1.218 

Sulawesi Utara 6.246 478 1.675 2.153 

Sulawesi Tengah 14.848 968 3.155 4.123 

Sulawesi Selatan 53.216 3.129 11.483 14.612 

Sulawesi Tenggara 15.355 990 3.323 4.313 

Gorontalo 8.592 514 1.916 2.430 

Sulawesi Barat 6.548 318 986 1.304 

Maluku 5.043 266 685 951 

Maluku Utara 5.271 414 933 1.347 

Papua Barat 1.113 172 464 636 

Papua Barat Daya 1.162 ... ... ... 

Papua 1.752 411 1.042 1.453 

Papua Selatan 871 ... ... ... 

Papua Tengah 896 ... ... ... 

Papua Pegunungan – ... ... ... 

Indonesia 1.577.255 111.251 352.403 463.654 

Sumber :  Data Badan Pusat Statistik Perceraian di Indonesia, 2024 

Dampak dari ketidakadilan gender yang dirasakan perempuan mendorong mereka untuk 

menggugat cerai suaminya. Ketertindasan terhadap perempuan bukanlah menjadi kasus yang 

pertama diindonesia, Pada umumnya dalam budaya tradisional perempuan selalu diidentik 

dengan perempuan yang lemah, yang tidak berani atau mampu memutuskan sesuai dengan 

kehendaknya. Namun dizaman sekarang perempuan mampu membuka suara mengenai hal yang 
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dirasanya tidak adil pada dirinya. Dan inilah salah satunya yang melatarbelakangi perempuan 

untuk mampu keluar dari zona hubungan yang toxic. 

Perceraian sering kali dipersepsikan masyarakat sebagai bentuk kegagalan dalam 

membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Namun, dalam banyak kasus perceraian, 

terutama yang melibatkan perempuan sebagai pihak penggugat, perceraian justru dapat dimaknai 

sebagai tindakan perlawanan terhadap ketidakadilan, kekerasan, dan penindasan yang selama ini 

dialami dalam pernikahan. Gugatan cerai yang diajukan perempuan bukan hanya sekadar bentuk 

pengakhiran hubungan pernikahan, tetapi sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para 

perempuan, dengan pemahaman yang seadanya membuat mereka berani mengambil langkah 

yang sebesar itu didalam hidupnya, bahkan hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu 

perempuan yang menggugat cerai dengan mengatakan 

“Menurut saya iya ya kak bahwa perceraian itu langkah terakhir dan sebagai 

cara ataupun bentuk bagi saya untuk melawan ketidakadilan gender yang selama 

ini saya terima, dengan cara cerai seperti ini membuat perempuan berani 

mengambil langkah sampai sejauh ini dan membuktikan bahwa perempuan 

mampu mampu aja gitu hidup tanpa suami.”(wawancara Ibu KD) 

 

Budaya patriarki yang masih mengakar kuat dimasyarakat, banyak perempuan dipaksa 

untuk menerima dan bertahan didalam pernikahan apapun bentuk ketidakadilan gender yang 

mereka rasakan. Konsep “istri yang baik”dimasyarakat sebagai salah satu bentuk budaya patriarki 

yang masih ada (FEBRIYANI, 2017; Thobroni & Mun, 2010). Jawa sendiri punya istilah 

suwargo nurut, neroko katut maksudnya ikut dalam kebahagiaan dan ikut pula dalam penderitaan. 

Dalam konteks ini juga mengandung unsur budaya patriarki untuk menggambarkan posisi 

perempuan yang cenderung dianggap subordinat atau bergantung pada laki laki dalam rumah 

tangga. Dan dalam budaya patriarki perempuan seringkali dididik untuk mengikuti suami baik 

dalam hal keputusan ataupun nasib.  Tekanan sosial yang kuat terhadap perempuan untuk 

mempertahankan rumah tangga demi "nama baik keluarga" atau "demi anak-anak" sering kali 

membuat para perempuan harus bertahan dengan semua ketidakadilan gender yang mereka 

rasakan. 

Gugatan cerai menjadi simbol dari keberanian perempuan untuk melawan kekerasan di 

dalam rumah tangga. Dengan menggugat cerai, perempuan menyatakan bahwa mereka tidak lagi 

bersedia menjadi korban ketidakadilan gender didalam rumah tangga  tidak setara dan merugikan, 

serta menjadi penuntut  hak atas kehidupan yang lebih aman. Meskipun demikian, keputusan 
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untuk menggugat cerai bukanlah pilihan yang mudah. Perempuan sering kali harus menghadapi 

berbagai tantangan dan tekanan sosial, seperti stigma perceraian, kecaman dari keluarga dan 

masyarakat tetapi membuat perempuan yakin dengan pemahaman yang seadanya memberaanikan 

diri mengambil perlawanan yaitu mengugat cerai. 

Tantangan Dalam Proses Perceraian 

Dalam proses perceraiannya, para perempuan sering sekali dihadapkan pada keputusan 

dilema. Di satu sisi, mereka ingin keluar dari hubungan rumah tangga yang penuh dengan 

kekerasan, ketidakadilan, atau ketidakbahagiaan. Namun di sisi lain, mereka juga dibebani 

dengan kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat yang menganggap perceraian sebagai 

perempuan yang gagal dalam mempertahankan rumah tangganya (Muzakkir & Yunanda, 2021; 

Tuwu, 2018; Yanasari, 2021). Stigma negatif inilah yang menjadi beban tambahan yang 

membuat banyak perempuan ragu atau menunda keputusan untuk menggugat cerai, bahkan 

meskipun mereka mengalami penderitaan yang berat di dalam rumah tangga. Bahkan ada 

tuntutan atau tekanan dari pihak keluarga untuk bertahan demi menjaga nama baik keluarga, 

seperti yang diungkapkan salah satu informan ibu NC 

“ Kalau untuk disuruh bertahan pasti ada, justru malah saya dibilang kenapa 

tidak mau bertahan saja dan saya juga pernah dibilang oleh keluarga jalanin aja 

dulu yang sabar menghadapinya, nanti kalau kamu bercerai apa kata orang ke 

kamu dan apa pandangan orang ke keluarga kita. Begitu yang saya 

terima”(wawancara ibu NC) 

Dari ungkapan salah satu perempuan di MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG ini 

kalau menunjukkan bahwa budaya patriarki yang masih kuat membuat para perempuan kesulitan 

dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya. Dalam banyak kasus 

keluarga besar, terutama orang tua perempuan meminta agar masalah rumah tangga "disimpan" 

dan "diselesaikan secara baik-baik"  bahkan lebih parahanya diminta untuk bertahan dengan 

semua ketidakadilan gender yang dirasakan. Dalam pandangan masyarakat, perempuan yang 

bercerai dianggap lebih rendah status sosialnya, rentan menjadi sasaran gosip, bahkan sering kali 

dicurigai atau diperlakukan tidak hormat.  

Melalui ungkapan yang mereka sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga yang parah dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong 

perempuan untuk mengambil langkah ekstrem, yaitu menggugat cerai suaminya. Gugatan cerai 

ini bukan semata-mata tindakan hukum, melainkan sebuah bentuk perjuangan untuk 
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mempertahankan keselamatan diri, memperjuangkan martabat, dan membangun kembali 

kehidupan yang bebas dari kekerasan. keberanian mereka bukan hanya tentang memutuskan 

hubungan pernikahan, tetapi juga tentang melawan stigma, membongkar budaya patriarki, dan 

memperjuangkan hak atas kehidupan yang lebih layak. 

KESIMPULAN 

Rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat teraman dan ternyaman, dalam 

kenyataannya justru sering menjadi arena terjadinya kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang 

mayoritas korbannya adalah perempuan. Data dari KemenPPPA dan hasil temuan di lapangan di 

wilayah MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG menunjukkan tingginya angka kekerasan 

dalam rumah tangga, yang kemudian mendorong banyak perempuan untuk menggugat cerai 

suaminya sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan gender. Fenomena meningkatnya 

angka cerai gugat di Indonesia, sebagaimana tercatat dalam data BPS, mencerminkan tumbuhnya 

kesadaran perempuan terhadap hak-hak mereka serta keberanian untuk keluar dari hubungan 

yang tidak sehat dan penuh kekerasan.  

Gugatan cerai bukan hanya langkah untuk mengakhiri pernikahan, tetapi juga merupakan 

bentuk perjuangan perempuan untuk mempertahankan martabat, keselamatan, dan hak untuk 

hidup layak. Meskipun dalam prosesnya perempuan masih harus menghadapi tantangan besar, 

seperti tekanan budaya patriarki, stigma sosial, dan tekanan dari keluarga, banyak perempuan 

tetap memilih untuk memperjuangkan kehidupannya dengan penuh keberanian. Dengan 

demikian, perceraian dalam konteks ini harus dipahami bukan sebagai kegagalan, melainkan 

sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan berbasis gender 

yang telah berlangsung lama dalam struktur sosial masyarakat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Affan, S. (2024). Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di 

Pengadilan Agama Stabat. Journal Smart Law, 3(1), 40–67. 

BPS. (2023). Pernikahan Dan Perceraian Menurut Provinsi. Indonesia: Badan pusat 

Statistik.https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG

9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023 

BPS. (2023). Pernikahan Dan Perceraian Menutut Kabupaten/Kota DI Provinsi Sumatera 

Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 

https://sumut.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo

2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-lt-sup-gt-1-2-3-lt--sup-gt--dan-cerai-lt-sup-gt-2-4-lt--

sup-gt--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara--2019.html?year=2023 



277 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 6 Nomor 2 Tahun 2025 

Fathul Jannah, S. H. (2003). Kekerasan terhadap istri. LKIS Pelangi Aksara. 

Febriyani, R. (2017). Citra perempuan dalam novel gadis pantai Karya Pramoedya Ananta Toer. 

Universitas Negeri Jakarta. 

HAKIM, M. O. H. R. (2012). Perceraian karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011). IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

IBRARA, I. (2022). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian 

Persfektif Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 

Indriyani, N. (2024). Pemaknaan Tentang Cerai Gugat (Studi Tentang Pasangan Yang 

Mengajukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang). UIN. KH Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Latassaqia, R. (2025). Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif 

Gender. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(1), 282–303. 

Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja 

Rosda Karya. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055 

Maisun, D., Rohmaniyah, I., & Ilhami, H. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan 

Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis 

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh. Mukaddimah: Jurnal 

Studi Islam, 6(1), 131–160. 

Muzakkir, M., & Yunanda, R. (2021). Strategi Orang Tua Keluarga Miskin dalam Meningkatkan 

Pendidikan Anak. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 1(1). 

Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D. (2012). Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan 

perkawinan di usia remaja. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 1(4), 236–248. 

Sa’bana, S. M., & Navlia, R. (2023). Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & 

Dampaknya bagi Anak. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 5(2), 202–

223. 

Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In Metode 

Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 

Thobroni, M., & Mun, A. A. (2010). Meraih berkah dengan menikah. Pustaka Marwa. 

Tuwu, D. (2018). Peran pekerja perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarga: dari peran 

domestik menuju sektor publik. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 13(1), 63–76. 

Yanasari, P. (2021). Dilema etis pekerja sosial dalam menerapkan self-determination dalam 

penanganan korban kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta. Dilema, 1(1). 

Zulaichah, S. (2022). Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia. Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan 

Keadilan Gender, 17(1), 1–16.  

 

 


